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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa jumlah dana penyertaan modal yang harus
dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan
modal dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sudah
terpenuhi, sehingga guna memperluas cakupan
pelayanan bagi Perusahaan Daerah Air Minum,
perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal
pada Perusahaan Daerah Air Minum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
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Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 22);

10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Jumlah dana penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah
Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada PDAM ditetapkan
sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(2) Jumlah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan
Tahun 2015 sebesar 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
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(3) Kekurangan dana penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah) dipenuhi dalam jangka waktu 4 (empat)
tahun dengan perincian sebagai berikut:
a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah);
b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar

lima ratus juta rupiah);
c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah); dan
d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar

lima ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 9
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian
Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menempuh berbagai
upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain
melalui Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, salah
satunya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Jumlah dana penyertaan modal yang harus dipenuhi
Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada
Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana diatur dalam Pasal 7
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun
2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan
Usaha Milik Daerah sudah terpenuhi pada tahun 2015, sehingga
guna memperluas cakupan pelayanan bagi Perusahaan Daerah Air
Minum, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal pada
Perusahaan Daerah Air Minum.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah
tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan, maka Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Badan Usaha Milik
Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 23


